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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 

unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018; 

     

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah 

terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

134 Tahun 2017; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 10); 

37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014 Nomor 8); 

38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam 

Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana 

Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14); 
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41. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1); 

42. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011  

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2); 

43. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1); 

44. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 27); 

45. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota 

Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam 

Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2013 Nomor 1); 

46. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota 

Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat 

Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian 

Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2); 

47. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 
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48. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 

2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32); 

49. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

50. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 

51. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 29); 

52. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2017 Nomor 6); 

53. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

dan 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula 

berjumlah Rp.1.016.530.845.501,41 bertambah sejumlah                                 

Rp.178.525.374.628,77 sehingga menjadi sebesar Rp.1.195.056.220.130,18 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan : 

a. Semula     Rp. 913.792.192.492,15 

b. Bertambah    Rp.   47.166.786.094,75 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 960.958.978.586,90 

 

2. Belanja : 

a. Semula     Rp. 1.016.530.845.501,41 

b. Bertambah    Rp.    178.525.374.628,77 

Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 1.195.056.220.130,18 

(Defisit) setelah Perubahan    Rp.   (234.097.241.543,28) 

 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan : 

1) Semula    Rp. 102.738.653.009,26 

2) Bertambah    Rp. 131.358.588.534,02 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp. 234.097.241.543,28 

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 234.097.241.543,28 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.  0,00 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri 

dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah : 

1) Semula    Rp. 167.525.785.310,90 

2) Bertambah    Rp.     4.777.092.060,00 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan  Rp. 172.302.877.370,90 

 

b. Dana Perimbangan :   

1) Semula    Rp.  656.428.314.514,00 

2) Bertambah    Rp.         727.154.874,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 657.155.469.388,00 

 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :   

1) Semula    Rp.   89.838.092.667,25 

2) Bertambah    Rp.   41.662.539.160,75 

3) Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan                  

Rp.  131.500.631.828,00 
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(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah :  

1) Semula    Rp. 30.228.525.834,00 

2) Bertambah    Rp.   2.291.548.985,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 32.520.074.819,00 

 

b. Retribusi Daerah : 

1) Semula    Rp. 12.679.156.799,00 

2) Bertambah    Rp.      319.328.075,00 

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan   Rp. 12.998.484.874,00 

 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : 

1) Semula    Rp.   1.608.706.157,90 

2) Bertambah (Berkurang)             Rp.                       (0,00)                      

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah  

perubahan Rp. 1.608.706.157,90 

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :   

1) Semula    Rp. 123.009.396.520,00 

2) Bertambah    Rp.     2.166.215.000,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan                             

Rp. 125.175.611.520,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak : 

1) Semula    Rp. 75.109.270.514,00 

2) Bertambah    Rp.   1.910.593.486,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan 

Rp. 77.019.864.000,00 

 

b. Dana Alokasi Umum : 

1) Semula    Rp. 461.952.836.000,00 

2) Bertambah (Berkurang)     Rp.                         (0,00)                     

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.  461.952.836.000,00 

 

c. Dana Alokasi Khusus : 

1) Semula    Rp. 119.366.208.000,00 

2) Berkurang    Rp     (1.183.438.612,00) 

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 118.182.769.388,00 
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah : 

1) Semula    Rp. 20.907.800.000,00 

2) Berkurang                Rp.     (198.800.000,00) 

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya setelah perubahan   Rp. 20.709.000.000,00 

 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya : 

1) Semula    Rp. 65.371.492.667,25 

2) Berkurang                Rp.       (44.195.339,25) 

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya setelah perubahan   Rp. 65.327.297.328,00 

 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya : 

1) Semula    Rp.   3.558.800.000,00 

2) Bertambah    Rp.   41.905.534.500,00 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 

Lainnya setelah Perubahan Rp.   45.464.334.500,00 

 
Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1) Semula    Rp. 402.464.159.081,41 

2) Bertambah    Rp.  10.480.955.393,54 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 412.945.114.474,95 

b. Belanja Langsung   

1) Semula    Rp. 614.066.686.420,00 

2) Bertambah    Rp. 168.044.419.235,23 

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 782.111.105.655,23 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah :   

1) Semula    Rp. 360.750.636.967,41 

2) Bertambah    Rp.     9.529.191.993,54 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 370.279.828.960,95 

 

b. Belanja Subsidi : 

1) Semula    Rp.    75.000.000,00 

2) Bertambah (berkurang)       Rp.                    0,00 

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 75.000.000,00 
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c. Belanja Hibah : 

1) Semula    Rp. 35.086.476.250,00 

2) Bertambah               Rp.      951.763.400,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 36.038.239.650,00 

 

d. Belanja Bantuan Sosial : 

1) Semula    Rp. 2.800.000.000,00 

2) Bertambah (Berkurang)     Rp.                      0,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan  Rp. 2.800.000.000,00 

 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa : 

1) Semula    Rp.     752.045.864,00 

2) Bertambah (Berkurang)     Rp.                       0,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa setelah perubahan  Rp. 752.045.864,00 

 

f. Belanja Tidak Terduga : 

1) Semula    Rp. 3.000.000.000,00 

2) Bertambah (Berkurang)  Rp.                      0,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai :   

1) Semula    Rp. 62.846.011.655,00 

2) Berkurang    Rp.     (210.811.669,00) 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 62.635.199.986,00 

 

b. Belanja Barang dan Jasa : 

1) Semula    Rp. 357.170.953.556,00 

2) Bertambah    Rp.   71.313.200.924,20 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 428.484.154.480,20 

 

c. Belanja Modal : 

1) Semula    Rp. 194.049.721.209,00 

2) Bertambah    Rp.   96.942.029.980,03 

3) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 290.991.751.189,03 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah : 

1) Semula    Rp. 102.738.653.009,26 

2) Bertambah    Rp. 131.358.588.534,02 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 234.097.241.543,28 
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari:  

a.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah : 

1. Semula     Rp.   92.238.653.009,26 

2. Bertambah    Rp. 131.358.588.534,02 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

setelah perubahan Rp. 223.597.241.543,28 

b.  Pencairan Dana Cadangan sejumlah : 

1. Semula    Rp.   10.500.000.000,00 

2. Bertambah (Berkurang)  Rp.                          0,00 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan                                  

Rp. 10.500.000.000,00 

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi  Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas; 

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir 

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah. 
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Pasal 6 

(1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. bukan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kota dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kota; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka  

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

rancangan perubahan APBD. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.  

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk 

keperluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (5) 

mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan 

tanggap darurat bencana. 

(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8), dilakukan dengan pembebanan langsung dalam belanja tidak terduga. 

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8), digunakan hanya untuk pencarían dan penyelamatan korban 

bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air 

bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan 

penampungan serta tempat hunian sementara. 
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(11) Tata Cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, Kepala SKPD 

yang melakukan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana 

Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD   

selaku BUD; 

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada 

Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana paling 

lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kebutuhan  

Belanja (RKB); 

c. pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU 

dan diserahkan kepada Bendahara SKPD yang melakukan fungsi 

penanggulangan bencana; 

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat dalam Buku Kas 

Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang melakukan 

fungsi penanggulangan bencana; 

e. kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana 

bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana 

tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan 

f. pertanggungjawaban  atas penggunaan  dana tanggap darurat bencana  

disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi 

penanggulangan bencana  kepada PPKD dengan melampirkan bukti-

bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau  surat pernyataan 

tanggungjawab belanja. 

(12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, 

pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan 

realisasi anggaran. 

(13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (12) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan 

dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan 

Sekretaris Daerah. 

(14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur  

dengan Peraturan Walikota. 
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Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   22 Oktober 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       22 Oktober 2018  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 6 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 307-6/2018 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 
 


